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ABSTRACT
The Constitutional Court holds a crucial role as the guardian of the constitution as well as the enforcer of the rule of law in Indonesia. However, the level of constitutional legal awareness among university students remains relatively low since the learning process they undergo is generally normative and provides little direct experience. This condition creates a gap between the theoretical knowledge acquired in classrooms and the practical realities within judicial institutions. This study focuses on examining the effectiveness of educational visits to the Constitutional Court as an effort to strengthen students’ understanding of constitutional law. The research employed a qualitative descriptive approach through observation, in-depth interviews, and literature study. The findings indicate that educational visits provide significant empirical experiences, enabling students to gain a concrete understanding of the functions and authorities of the Constitutional Court while observing the application of constitutional theories in judicial practice. Such activities broaden students’ insights into the principles of the rule of law, the dynamics of constitutional interpretation, and the relevance of Constitutional Court decisions in national life. Furthermore, these direct experiences foster critical thinking, participatory attitudes, and a sense of moral responsibility among students as future legal scholars. Therefore, educational visits to the Constitutional Court are not only effective in enhancing students’ constitutional literacy but also serve as a contextual, applicative, and sustainable model of legal education to strengthen the culture of constitutional law in Indonesia.
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ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai penjaga kemurnian konstitusi sekaligus penegak prinsip negara hukum di Indonesia. Namun, tingkat kesadaran hukum konstitusional di kalangan mahasiswa masih relatif rendah karena pembelajaran yang mereka peroleh umumnya bersifat normatif dan kurang memberi pengalaman langsung. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara teori yang dipelajari di ruang kuliah dengan praktik nyata di lembaga peradilan. Kajian ini berfokus untuk menelaah efektivitas kunjungan edukatif ke Mahkamah Konstitusi sebagai upaya memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap hukum konstitusional. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kunjungan edukatif mampu memberikan pengalaman empiris yang signifikan, karena mahasiswa dapat memahami secara nyata fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sekaligus menyaksikan penerapan teori konstitusi dalam praktik peradilan. Kegiatan ini memperluas wawasan mahasiswa mengenai prinsip supremasi hukum, dinamika penafsiran konstitusi, dan relevansi putusan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, pengalaman langsung ini juga menumbuhkan sikap kritis, partisipatif, serta tanggung jawab moral mahasiswa sebagai calon intelektual hukum. Dengan demikian, kunjungan edukatif ke Mahkamah Konstitusi tidak hanya efektif meningkatkan literasi konstitusional mahasiswa, tetapi juga dapat menjadi model pembelajaran hukum yang kontekstual, aplikatif, dan berkesinambungan guna memperkuat budaya hukum konstitusional di Indonesia.
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	Jurnal Pengabdian Jejamo
	2024




7
PENDAHULUAN		
[image: ] Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian undang-undang agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya, MK berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah konstitusi serta prinsip negara hukum di Indonesia. Fungsi MK tidak terbatas pada aspek yudisial semata, tetapi juga sebagai guardian of the constitution yang memastikan setiap produk hukum selaras dengan konstitusi. Dengan kewenangan tersebut, MK memiliki arti penting dalam menegakkan prinsip demokrasi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.







Gambar.1 Gedung Mahkamah Konstitusi
Meskipun demikian, tingkat kesadaran hukum konstitusional masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda, masih relatif rendah. Kondisi ini tercermin dari minimnya pemahaman mahasiswa terhadap substansi UUD 1945, mekanisme peradilan konstitusi, dan implikasi putusan-putusan MK dalam ranah sosial, politik, maupun hukum. Mayoritas mahasiswa masih mempelajari hukum konstitusi dalam konteks normatif di ruang kuliah tanpa pengalaman empiris yang memadai terkait penerapan konstitusi di lembaga peradilan. Kesenjangan antara teori dan praktik ini berpotensi memperlemah literasi konstitusional, padahal mahasiswa sebagai calon intelektual bangsa diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai konstitusi agar dapat berperan aktif dalam menjaga demokrasi dan prinsip negara hukum.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, dibutuhkan inovasi dalam pembelajaran hukum yang lebih kontekstual, aplikatif, dan partisipatif. Salah satu bentuknya adalah melalui kegiatan kunjungan edukatif ke Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyaksikan secara langsung praktik peradilan konstitusional, mekanisme persidangan, serta tata kelola lembaga peradilan, sehingga mereka dapat menghubungkan teori dengan realitas praktik. Dengan pengalaman empiris ini, mahasiswa tidak hanya memperluas pemahaman akademik, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis, kepedulian konstitusional, serta sensitivitas terhadap isu-isu demokrasi yang aktual.
Urgensi kegiatan kunjungan edukatif semakin relevan di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang semakin kompleks. Isu-isu terkait kebebasan berpendapat, pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, hingga perlindungan hak asasi manusia menegaskan peran sentral MK dalam kehidupan bernegara. Melalui pengalaman belajar langsung di MK, pendidikan hukum konstitusi tidak berhenti pada aspek kognitif semata, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik yang mendorong mahasiswa menjadi lebih partisipatif dalam mengawal jalannya demokrasi.
Kegiatan ini juga selaras dengan amanat konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum dan pendidikan kewarganegaraan. Dasar hukumnya tercantum dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, semakin mempertegas peran MK sebagai penjaga hak-hak konstitusional warga negara, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengarahkan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berkarakter dan peduli terhadap kehidupan berbangsa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia memiliki peran penting, termasuk penguatan literasi hukum sebagai salah satu unsur dalam pembangunan nasional. Tidak kalah penting, visi Mahkamah Konstitusi melalui program “Mahkamah Konstitusi sebagai Pusat Pendidikan Konstitusi” turut mendorong terbentuknya masyarakat yang sadar hukum melalui pendidikan publik, termasuk di kalangan mahasiswa.
[image: ]Kajian ini menegaskan bahwa kegiatan kunjungan edukatif ke Mahkamah Konstitusi merupakan langkah strategis dalam memperkuat pemahaman hukum konstitusional mahasiswa. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tumbuh model pendidikan konstitusi yang lebih aplikatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pengembangan budaya hukum yang konstitusional di Indonesia.







Gambar.2 Ruang Presentasi MK
METODE
Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus untuk memahami fenomena secara lebih mendalam, yakni sejauh mana kegiatan kunjungan edukatif ke Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat pemahaman hukum konstitusional mahasiswa. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menelaah pengalaman, persepsi, dan pemaknaan mahasiswa terhadap kegiatan tersebut secara lebih komprehensif, sehingga hasil kajian tidak hanya berhenti pada deskripsi, tetapi juga memberikan analisis yang bermakna. Sugiono (2019:18).
Kajian ini memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung pada kegiatan kunjungan edukatif serta wawancara dengan mahasiswa yang menjadi peserta. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai peraturan perundang-undangan terkait, dokumen resmi Mahkamah Konstitusi mengenai program pendidikan konstitusi, serta literatur akademik seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
Data dikumpulkan melalui beberapa metode, antara lain observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Observasi digunakan untuk melihat dinamika kegiatan, partisipasi mahasiswa, serta materi yang disampaikan. Wawancara mendalam bertujuan menggali lebih jauh pandangan mahasiswa mengenai manfaat kegiatan, sementara studi pustaka berfungsi memperkuat kerangka teori penelitian. Semua data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, melalui tahapan pengorganisasian data, pengelompokan hasil temuan, hingga penafsiran makna yang dihasilkan untuk menjawab fokus penelitian. Anggito, A., & Setiawan, J. (2018).
Melalui penerapan metode ini, kajian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas kegiatan kunjungan edukatif ke Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan literasi konstitusional mahasiswa, baik dalam aspek pengetahuan, kesadaran hukum, maupun sikap kritis terhadap dinamika demokrasi dan konstitusionalitas di Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kajian memperlihatkan bahwa kegiatan kunjungan edukatif ke Mahkamah Konstitusi memberikan dampak yang nyata dalam memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai hukum konstitusional. Dari hasil observasi, mahasiswa memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama terkait mekanisme persidangan, proses pengujian undang-undang, serta peran strategis MK dalam menjaga demokrasi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Pengalaman ini sekaligus menjadi bentuk nyata dari penerapan konsep rule of law sebagaimana dikemukakan A.V. Dicey, yang menekankan bahwa hukum harus berdiri di atas kekuasaan, menempatkan semua orang setara di hadapan hukum, serta menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Melalui interaksi langsung di MK, mahasiswa dapat melihat bagaimana prinsip rule of law benar-benar dijalankan dalam sistem hukum Indonesia.
Wawancara dengan para peserta semakin menegaskan temuan ini. Mahasiswa merasa bahwa kegiatan tersebut membantu mereka menghubungkan teori yang dipelajari di kelas dengan praktik hukum di lapangan. Hal ini sejalan dengan teori living constitution, yang memandang hukum bukan sekadar kumpulan teks normatif, tetapi sesuatu yang hidup dan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui kunjungan ini, mahasiswa menyadari bahwa UUD 1945 bukanlah sekadar dokumen statis, melainkan landasan yang senantiasa ditafsirkan dan dihidupkan lewat putusan-putusan hakim konstitusi. Dengan begitu, pengalaman ini memperluas wawasan mahasiswa mengenai sifat dinamis konstitusi Indonesia.
Dukungan teori juga tampak dari pendekatan legal realism, yang menekankan bahwa hukum seharusnya dipahami melalui praktik nyata, bukan hanya sebagai doktrin formal. Jika hanya mengandalkan pembelajaran normatif, mahasiswa seringkali terjebak pada positivisme hukum yang kaku. Namun, lewat kunjungan ke MK, mereka dapat melihat secara langsung bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial dan politik. Pengalaman empiris ini akhirnya memperkaya literasi konstitusional mahasiswa, tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi juga pada aspek sikap dan keterampilan praktis.
Dibandingkan dengan metode pembelajaran di kelas, kunjungan edukatif terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman yang menyeluruh. Hasil temuan ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, yakni pandangan bahwa hukum bukan semata kumpulan aturan, melainkan juga sarana untuk menghadirkan keadilan yang substantif. Melalui keterlibatan langsung di Mahkamah Konstitusi, mahasiswa dapat menyaksikan bagaimana hakim tidak hanya berpegang pada norma hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, prinsip demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia dalam setiap putusannya.
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Gambar.3 Foto Bersama Dosen DPL
Lebih jauh lagi, hasil kajian ini menunjukkan bahwa kunjungan edukatif juga berperan dalam membangun kesadaran mahasiswa tentang peran mereka sebagai calon intelektual hukum. Dari perspektif critical legal studies (CLS), kegiatan ini membantu mahasiswa untuk tidak hanya menerima hukum sebagai produk formal negara, melainkan juga mengasah sikap kritis terhadap bagaimana hukum bekerja dan bagaimana ia bisa merefleksikan relasi kuasa. Kesadaran kritis inilah yang penting untuk membentuk generasi hukum yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga peka terhadap isu keadilan dan demokrasi yang lebih luas.
Secara keseluruhan, kunjungan edukatif ke Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai bentuk legal education in context. Model pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga mendorong pemahaman empiris dan kritis terhadap praktik hukum. Hasil kajian ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara pengalaman langsung mahasiswa dengan berbagai teori hukum mulai dari rule of law, living constitution, legal realism, hukum progresif, hingga critical legal studies. Dengan demikian, kunjungan edukatif tidak hanya meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap hukum konstitusional, tetapi juga membentuk kesadaran moral, sikap kritis, serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam menjaga prinsip negara hukum.
a.  Penguatan Literasi Konstitusional melalui Rule of Law
Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan kunjungan edukatif ke Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pemahaman yang lebih konkret bagi mahasiswa mengenai mekanisme persidangan, proses pengujian undang-undang (judicial review), serta peran MK dalam menjaga prinsip demokrasi. Temuan ini selaras dengan konsep rule of law yang dikemukakan A.V. Dicey (2019), yang menitikberatkan pada tiga pilar utama, yaitu supremasi hukum, persamaan kedudukan di depan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.
A.V. Dicey menjelaskan bahwa dalam setiap negara hukum terdapat tiga unsur pokok yang ia sebut sebagai “The Rule of Law”, yakni:
1. Supremacy of Law, yaitu keberadaan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang berfungsi menolak serta menghapus tindakan sewenang-wenang, termasuk penggunaan kewenangan yang terlalu luas oleh pemerintah.
2. Equality Before the Law, yaitu prinsip persamaan di depan hukum yang menuntut seluruh lapisan masyarakat tunduk pada ordinary law of the land yang ditegakkan oleh pengadilan umum. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum; baik pejabat maupun warga negara biasa, semuanya memiliki kewajiban untuk menaati aturan yang sama.

Jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara (protection of fundamental rights). Terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari “the ordinary law of land”, Hukum konstitusi bukan dianggap sebagai sumber utama, melainkan sebagai konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan melalui putusan peradilan. Secara singkat, prinsip-prinsip hukum privat yang ditegakkan oleh pengadilan dan parlemen diperluas sedemikian rupa hingga membatasi kewenangan raja maupun pejabat.

	Dalam konteks Indonesia, prinsip rule of law ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Selain itu, Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sehingga menegaskan kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara. Kondisi ini sekaligus mencerminkan penerapan nyata dari prinsip supremacy of law.

	Dalam konteks Indonesia, prinsip rule of law ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24C UUD 1945 juga menugaskan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, yang menempatkan UUD sebagai hukum tertinggi sekaligus wujud dari supremacy of law.

b. Dinamika Konstitusi: Living Constitution dan Legal Realism
Living constitution atau konstitusi yang hidup dipahami sebagai konstitusi yang senantiasa berkembang seiring perubahan dalam masyarakat, sehingga bersifat luwes atau fleksibel. Salah satu indikator keluwesan konstitusi adalah ketika undang-undang dasarnya mengatur prosedur perubahan yang tidak terlalu rumit, agar penyesuaian terhadap dinamika zaman dapat dilakukan tanpa hambatan yang berlebihan (Asshiddiqie, 2015).
Untuk menganalisis apakah konstitusi di Indonesia menerapkan living constitution atau tidak, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai apa yang disebut sebagai konstitusi di Indonesia. Yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, Konstitusi tidak hanya mencakup aturan tertulis mengenai organisasi negara, struktur, serta fungsi lembaga-lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga meliputi praktik penyelenggaraan negara dan hubungan antara negara atau organ-organ negara dengan warga negara. Dengan demikian, konstitusi di Indonesia tidak terbatas pada UUD 1945 saja, melainkan juga mencakup nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak tertulis.
Legal Realism merupakan aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya memahami hukum sebagaimana praktiknya, bukan sekadar sebagaimana seharusnya. Aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap teori-teori hukum sebelumnya yang lebih bersifat idealis, seperti hukum alam dan positivisme hukum. Realisme hukum menolak anggapan bahwa hukum hanyalah kumpulan aturan yang bersifat tetap dan ideal, melainkan menitikberatkan pada penerapannya dalam praktik sehari-hari. Bagi aliran ini, yang lebih menentukan bukanlah teks undang-undang semata, melainkan bagaimana hakim dan pengadilan menafsirkan serta menerapkan hukum, termasuk pengaruh faktor sosial, politik, dan ekonomi dalam proses tersebut.
Hasil wawancara dengan peserta menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mengaitkan teori konstitusi dengan praktik nyata yang mereka saksikan di MK. Hal ini mencerminkan konsep living constitution yang memandang konstitusi sebagai norma yang hidup, adaptif, dan senantiasa ditafsirkan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Praktik penafsiran konstitusi oleh MK tidak berhenti pada makna tekstual, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai demokrasi, kebutuhan zaman, serta perlindungan hak asasi manusia.
Landasan yuridis bagi pendekatan ini tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberi MK kewenangan untuk menafsirkan konstitusi melalui pengujian undang-undang. Putusan-putusan penting MK, seperti Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin dan Putusan No. 5/PUU-V/2007 terkait pengujian Undang-Undang Penanggulangan Bencana, menjadi bukti nyata bahwa konstitusi dipahami secara progresif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial.
Selain itu, pengalaman mahasiswa di MK juga mencerminkan pendekatan legal realism. Aliran ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai teks normatif, melainkan harus dipahami dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Dengan menyaksikan langsung proses persidangan dan putusan hakim, mahasiswa memperoleh gambaran bahwa hukum bekerja tidak hanya berdasarkan norma, tetapi juga melalui pertimbangan moral, keadilan, dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Pengalaman ini memperkaya literasi konstitusional mahasiswa baik secara kognitif (pengetahuan), afektif (kesadaran), maupun psikomotorik (kemampuan analisis kritis).
c. Pembentukan Kesadaran Kritis melalui Hukum Progresif dan Critical Legal Studies
Hukum progresif merupakan pendekatan dalam bidang hukum yang menitikberatkan pada terciptanya perubahan sosial dan terwujudnya keadilan. Orientasinya diarahkan pada perlindungan hak-hak individu, pemenuhan prinsip kesetaraan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa hukum perlu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan nilai-nilai yang terus berkembang di tengah masyarakat.
Hukum progresif berlandaskan pada sejumlah prinsip utama. Pertama, pendekatan ini menempatkan hak-hak individu serta kesetaraan sebagai prioritas. Hukum dipandang harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap orang dan memastikan adanya kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum progresif menekankan urgensi penghapusan diskriminasi maupun ketidakadilan dalam sistem hukum.
Kedua, hukum progresif menekankan bahwa hukum perlu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Seiring perkembangan masyarakat, nilai-nilai yang dianggap penting juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengikuti perubahan ini dan memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan masalah sosial.
Ketiga, hukum progresif menegaskan peran hukum dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hukum dituntut mampu mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh warga. Selain itu, pendekatan ini menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama dalam sistem hukum.
Hukum progresif membawa sejumlah implikasi dalam praktiknya. Pertama, hukum dipandang sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial, baik melalui pembaruan kebijakan publik, perlindungan hak-hak individu, maupun penguatan prinsip kesetaraan. Selain itu, hukum progresif menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum, agar kepentingan seluruh pihak dapat terwakili.
Kedua, hukum progresif menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menentang diskriminasi dan ketidakadilan. Hukum diharapkan mampu menghapus segala bentuk diskriminasi, baik yang didasarkan pada gender, ras, agama, maupun orientasi seksual. Selain itu, hukum progresif menegaskan pentingnya peran hukum dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat rentan.
Ketiga, hukum progresif menekankan pemanfaatan hukum sebagai sarana perlindungan lingkungan. Hukum dituntut mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mencegah kerusakan yang bersifat irreversibel. Selain itu, hukum progresif mendorong penerapan hukum untuk mendukung keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana.
Meski demikian, hukum progresif juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, munculnya resistensi terhadap perubahan dalam sistem hukum yang telah mapan, di mana sebagian pihak cenderung mempertahankan status quo demi melindungi kepentingan mereka. Kedua, pelaksanaan hukum progresif kerap menemui kesulitan akibat adanya perbedaan dalam interpretasi maupun penerapannya oleh para praktisi hukum.
Dalam kesimpulan, hukum progresif adalah pendekatan dalam hukum yang menekankan pada perubahan sosial dan keadilan. Pendekatan ini menitikberatkan pada perlindungan hak-hak individu, penerapan kesetaraan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hukum progresif dibangun di atas sejumlah prinsip dasar dengan berbagai implikasi dalam praktiknya. Walaupun menghadapi beragam tantangan, pendekatan ini tetap memiliki potensi besar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.
Critical Legal Studies (CLS) dipahami sebagai aliran pemikiran hukum yang muncul sebagai bentuk penolakan dan ketidakpuasan terhadap paradigma hukum liberal. Aliran ini mengkritik teori-teori hukum yang memisahkan hukum dari politik serta menganggap hukum bersifat netral dalam proses politik.
Lebih lanjut, kunjungan edukatif ke MK tidak hanya menambah wawasan mahasiswa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis tentang fungsi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman ini selaras dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada teks formal, melainkan menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Dari perspektif ini, mahasiswa dapat melihat bahwa hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan tidak sekadar menegakkan norma hukum, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan.
Selain itu, perspektif Critical Legal Studies (CLS) menambah dimensi lain dalam cara mahasiswa memandang hukum. CLS menekankan bahwa hukum bukanlah entitas yang netral, melainkan produk sosial yang sarat dengan relasi kuasa. Melalui pengalaman ini, mahasiswa terdorong untuk lebih kritis melihat bagaimana hukum dapat berfungsi ganda: sebagai alat perubahan sosial maupun sebagai sarana mempertahankan status quo.
Dengan demikian, kegiatan kunjungan edukatif ini memiliki makna penting dalam membentuk generasi intelektual hukum yang tidak hanya memahami aspek normatif, tetapi juga memiliki kepekaan kritis, reflektif, dan berkomitmen pada nilai-nilai keadilan serta demokrasi. Mahasiswa belajar bahwa mengawal prinsip negara hukum bukan sekadar tugas akademis, melainkan juga tanggung jawab moral sebagai calon pemimpin bangsa.
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SIMPULAN
Berdasarkan kunjungan edukatif ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta telah menjai salah satu cara yang efektif untuk memperkuat hukum konstitusional bagi mahasiswa. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini mendapatkan wawasan mendalam tentang sejarah, kewenangan, dan peran MK dalam menjaga konstitusi Negara. Kunjungan ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyaksikan langsung proses hokum di lembaga konstitusi dan prinsip hukum di Indonesia.

 Kegiatan kunjunKajian ini menegaskan bahwa kunjungan edukatif ke Mahkamah Konstitusi memberikan dampak yang signifikan dalam memperkuat pemahaman hukum konstitusional mahasiswa. Dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka, dapat dilihat bahwa kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan normatif semata, melainkan juga menghadirkan pengalaman empiris yang memperluas cara pandang mahasiswa terhadap konstitusi dan praktik peradilan konstitusional di Indonesia.

Pertama, melalui interaksi langsung dengan aktivitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, mahasiswa dapat menyaksikan secara nyata bagaimana prinsip rule of law diimplementasikan, baik dalam menjaga supremasi konstitusi, menjamin persamaan di hadapan hukum, maupun melindungi hak-hak dasar warga negara. Kedua, pengalaman tersebut menegaskan bahwa konstitusi bersifat dinamis sebagaimana ditegaskan dalam doktrin living constitution, sekaligus memperlihatkan bahwa hukum selalu dipengaruhi konteks sosial, politik, dan budaya sebagaimana pandangan legal realism. Ketiga, kegiatan ini juga berperan dalam membentuk kesadaran kritis mahasiswa, ditandai dengan kemauan untuk memandang hukum secara progresif sebagai instrumen keadilan substantif serta keberanian menilai hukum secara kritis melalui kerangka Critical Legal Studies.

Dengan demikian, kunjungan edukatif ke Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pembelajaran hukum konstitusi yang kontekstual dan aplikatif. Kegiatan ini tidak hanya memberikan bekal akademik, tetapi juga menumbuhkan sikap reflektif, kepedulian konstitusional, serta tanggung jawab moral mahasiswa sebagai calon intelektual hukum untuk turut serta mengawal tegaknya prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.
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